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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 153 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
5 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI

LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa uraian tugas jabatan struktural di lingkungan
Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara telah
ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 5 Tahun 2017:

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada
struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan
Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, maka
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu dilakukan penyempurnaan:

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural di Lingkungan Inspektorat Provinsi
Kalimantan Utara,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362),

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679),

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402):

6.



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197):

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539):

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
5 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.



4-

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural di Lingkungan Inspektorat Provinsi
Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2017 Nomor 5) diantara Pasal 8 dan Pasal 9
disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A, yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Inspektur Investigasi dan Pengaduan Masyarakat
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan

teknis di bidang investigasi:
b. perencanaan program penanganan khusus,
Cc. pengoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan

pengaduan,
d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi

penanganan kasus dan pengaduan,
e. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan

teknis investigasi dan pencegahan korupsi, kolusi, dan
nepotisme,

f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
kebenaran laporan pengaduan,

g. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit
klaim dan audit merugikan keuangan negara, audit
penghitungan kerugian keuangan negara dan
pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan
daerah, dan/atau kegiatan lain serta upaya
pencegahan korupsi,

h. pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi
administrasi kepada Kepala Daerah dan DPRD:

i. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil
pengawasan bidang penugasan investigasi:

j. pelaksanaan dan pembinaan penegakan integritas di
lingkungan pemerintah daerah, dan

k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 ja wri 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Jinari 2027

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IMANTAN UTARA,

SURIANSY

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 15



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Jali LOL

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Jaz-ri 20”C

SEKRETARIS DAE PROVIWSI KALIMANTAN UTARA,

Milf/
“SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 13

1 DISH ZAINUDDAN H2AMA ASISTEN AOMINKENASI UMUM 4
|

DIS.m. AupuL MAOJLO SiMSI KEMALA Biro OWSANLAG “

D5 Ruman jauuati CM PU-KEPALA giro HUKUM



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2210

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
|

pada tanggal 24 Jen-ari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

-

IRIANTO LAMBRIE
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